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BAB I

PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, menimbulkan implikasi terhadap perluasan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan bidang-bidang pemerintahan di daerah, termasuk bidang-bidang  pemerintahan yang tadinya ditangani oleh instansi vertikal dilimpahkan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Konsekuensi dari keadaan ini adalah adanya penataan kembali kelembagaan di tingkat daerah yang disesuaikan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terutama tentang sumber daya manusia pada pegawai dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan itu menuntut suatu kerjasama antara komponen-komponen pendidikan, seperti pegawai, sarana, prasarana, sistem dan hubungan dengan komponen pegawai merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan yang melaksanakan kegiatan administratif. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemberdayaan pegawai. Sebab kepala dinas sebagai orang dipercaya untuk memimpin suatu lembaga kantor dinas  harus bertangungjawab terhadap kelancaran kegiatan di kantor dinas. 
Pemberdayaan pegawai menjadi sesuatu hal yang penting, karena di dalam menghadapi era globalisasi pendidikan, setiap instansi membutuhkan pegawai yang cepat tanggap dan mandiri sehingga instansi pendidikan mempunyai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Pemberdayaan  digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kapabilitas dan komitmen dari pegawai..
Scott dan Jaffe, menekankan bahwa pemberdayaan mencakup perubahan dalam :

1. Pola pikir pegawai menggunakan pendekatan tanggung jawab dan manajemen diri terhadap kerja mereka.
2. Hubungan tim sangatlah penting dan pencakup semangat saling tergantung dan kerjasama, komunikasi yang efektif, baik member maupun menerima masukan dan focus pada proses dan bobotnya. Membangun kepercayaan sesuai dengan prinsip pemberdayaan juga penting, karena kepercayaan adalah sebuah keharusan bagi lembaga masa kini, yang terbuka dan melakukan pemberdayaan yang kompetitif.

3. Struktur organisasi Kebijakan, praktik dan insentif yang di tetapkan sesuai dengan pemberdayaan
 Pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan pada diri seseorang dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak memiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari tidak mampu untuk bertanggung jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Dengan demikian, pemberdayaan pegawai  memiliki arti memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya.Sebagai suatu sistem, pendayagunaan pegawai  merupakan rangkaian aspek yang saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain dan menjadi satu kesatuan, sehingga pelaksanaan pendayagunaan pegawai  dapat berjalan secara optimal. 
Rust (1996:393) menyatakan pemberdayaan dalam organisasi pelayanan cenderung memfokuskan pada pengembangan budaya organisasi dan struktur organisasi yang memungkinkan pegawai lini depan lebih mudah menjalankan tugas-tugas mereka untuk memuaskan pelayanannya”. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kebupaten Barru dan berdasarkan keterangan pegawai yang diberikan pada tanggal 28 April 2015, pemberdayaan pegawai administrasi berjalan dengan baik dan sebagaimana telah dirancang oleh para pegawai kantor tersebut. Hanya saja apakah semua prosedur pemberdayaan pegawai dilaksanakan atau tidak. 

Berdasarkan dengan permasalahan di atas penulis terdorong untuk meneliti pemberdayaan pegawai administrasi di lingkungan kantor dinas pendidikan Kabupaten Barru.
B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Bagaimanakah proses pemberdayaan pegawai administrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan pegawai  administrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat atau kontribusi berupa :

1. Secara  teoretis 

a. Bagi lembaga pendidikan khususnya administrasi pendidikan, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemberdayaan pegawai administrasi kependidikan dalam suatu instansi.

b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dan lebih mendalam dapat di jadikan sebagai bahan referensi mengenai pemberdayaan pegawai administrasi di kantor dinas.
2. Secara peraktis
a. Bagi kepala Dinas  pendidikan dapat di jadikan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pembinaan dan pengembangan tenaga administratif melalui kebijakan di tetapkan.
b. Bagi lembaga pendidikan yang mana dapat memberikan kontribusi dalam menemukan masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan tenaga kependidikan dan memberikan alternatif jika ada perubahan atau penyesuaian dalam system pengelolaan pada umumnya, dan pemberdayaan pegawai administrasi pada khususnya.
c. Bagi penulis, sebagai wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan mengenai pendayagunaan tenaga administrasi di kantor dinas pendidikan 
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